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SEKAPUR SIRIH

¥ etelah kepergian begawan kita, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, diikuti
dengan sohibnya, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, kita dikadap-
e’ kan sebuah kefrustasian berat. Sudah tidak ada lagi tempat mengadu.
Sudah tidak ada lagi petuah-petuab jernih uniuic menyiram kegersangan
dunia hukum yang tandus ini. Keluh-kesah penat yang menyerang dunia
hukum yang diwarnai korupsi, skandal kekuasaan, kemarahan, amarah, dst.
telah kehilangan kesejukannya. Kata-kata para begawan itu telah tak lagi kita
dapatkan dalam ruas-ruas ruang publik. Tulisan-tulisan para begawan pun
raib laksana ditelan bumi. Tapi semua orang selalu menepuk pundak para
pemuda yang masih memegang idealisme, ‘oh, mereka tidak pergi tanpa sisa,
bahkan jiwa mereka menyatu dengan kalbu kita, modal yang berharga untuk
mengarungi samudera kehidupan hukum Indonesia yang penuh dengan
badai ini’,

Terngiang-ngiang untaian teks sang begawarn hukum progresif, Satjipto.
saat beliau menulis ‘Hukum Progresif untuk Zaman Edan’ pada tahun 2003,
tlal yang tidak bisa dihindari suatu saat adalah sebuah krisis, demoralisasi
clalam dunia hukum ! Jika menyaksikan fenomena hukum hari ini, memang
tidak selamanya wajah usang ditampilkan, Kebebasan pers, pemenuhan hak
sosial ekonomi warga, tumbuth kembangnya lembaga pengawas independen,
dst menunjukan pertanda baik yang memukau. Namun pada saat yang
bersamaan, timbul budaya ‘fetisisme’ pada uang, seperti yang diungkapkan

\ filsuf Slovenia, Slavoj Zizek.2 Bahwa matinya ideologi itu

runtuhnya
'BagiSatjipto, zaman ednn adalah sebuah cermin melihat potretkehidupan Indonesia

“wasa ini. Sebuah keadaan yang ambruk, atau dalam bahasa asing diungkapkan oleh

0 sebagal ‘Umwertung aller Werte', keadaan diluar keadaan. Saljipto Rahardio.

¢ Progresif untuk Zaman Edan. Dibuat pada tanggal 6 Februari 2005. -

" Menariknya, Zizek terlalu berlebih-lebihan memandang uwang sama den gan

status pengetahuan absolut yang dikemukakan oleh Hegel. Dengan uang, manusia
bisa merasa memiliki keyakinan seratus persen, terhadap kekuasaan yvang fa miliki.
Uang adalah motif klasik yang dalam era posindustrial seperti hari ini sudah menjadi

v




yang memperpadukan antara gaya bermusik jazz dan kerasnya musik heavy
metal rock. Maka dalam konteks ini hukum progresif hendaknya pada arus
deras dengan daya tinggi mempersembahkan energinya secara total untuk
kemanusiaan. Hukum untuk manusia adalah sebuah slogan orasi yang tiada
pernah terlupakan sepanjang sejarah pemikiran hukum Indonesia. Hukum
yang selalu terbuka untuk mengalami pembaharuan-pembaharuan, bukan
mengkristal menjadi dogma, mitos, dan cerita konyol saja.

Konsorsium hukum progresif yang kita selenggarakan ini adalah sebuah
perternuan para peminat hukum progresif, sekaligus silaturahmi dengan
para kritikusnya. Dengan banyaknya kritik terhadap hukum progresif, maka
ia akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mengembangkan
kacamata teoritiknya. .

- Sudah saatnya perlemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai
kelompok peminat hukum untuk meneruskan apa yang telah diwariskan oleh
Satjipto. Hukum progresif menuai kodratnya lagi-lagi, yakni sedang dalam
proses menjadi. Dalam kesempatan kali ini, hukum progresif terus menerus
dikursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses
diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), pada
tanggal 19-20 Oktober 2012 adalah wasiat mendiang Satjipto, sebelum beliau
wafat. Konsorsium Hukum Progrdsif ini merupakan usulan dari mendiang
Soetandyo, dalam sebuah email. Beliau berpesan bahwa sudah saatnya
semua elemen dalam dunia hukum bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, dst.
Proceeding ini kami persembahkan untuk dua punggawa hukum yang telah
mendahului kita ini.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih
kepada Australia Indonesie Parinership for Justice (AIP]) yang telah bersedia
membantu terselenggaranya program konsorsium hukum progresif ini
dan kepada keluarga besar Satjipto Rahardjo, terutama ibu Roesmala Dewi
Satjipto yang telah memberikan restu atas berlangsungnya kegiatannya ini.
Semoga kegiatan ini memberikan cahaya seperti lilin kecil yang menyinari
sekelilingnya dalam lautan kegelapan.

Selamat membacal
Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum., & Awaludin Marwan, SH., MH., MA
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